
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSANGUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2086 TAHUN 2014

TENTANG

PENCAIRAN PENYERTAANMODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
PASAR JAYA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA·

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa anggaran Penyertaan Modal Daerah oleh Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perusahaan Daerah Pasar
Jaya Tahun Anggaran 2014, telah dialokasikan dalam Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; .

b. bahwa· Penyertaan Modal Daerah· sebagaimana dimaksud dalam
.huruf a, akan digunakan dalam rangka pengembangan bidang properti,
pembanglinan pasar terpadu dan hunian serta ketahanan pangan;

c. bahwa berdasarkan pertiiTlbang<;ln sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi pengelolaan
.keuangan daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah
Pasar Jaya Tahun Anggaran 2014;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor .1. Tahun2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Rl:Jpublik Indonesia;

4. Undang-Undang. Nomor 40 Tahun 2007. tentang Perseroan
Terbatas;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun2014;
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Menetapkan·
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah· sebagaimana telah
beberapa .kali diubah terakhir denganPeraturan Menteri Dalam

.Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri· Dalam Negeri Nomor52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokokcpokcik
Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah
Pasar Jaya;

12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

14. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahi.m 2003 tentang Pembinaan dan
Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan

. Pemerintah Propinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta;

15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

16. Peraturan Gubernur Nomor162 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penatausahaan Kimangan Daerah;

17. PeraturanGubernur Nomor 173 Tahun 2014 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCAIRAN PENYERTAAN
MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA TAHUN
ANGGARAN 2014.

Mencairkan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar
Jaya Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 170.000.000.000,00 (seratus

. .

tujuh puluh miliar.rupiah).

Penyertaan Modal Daerahsebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
. dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. .

Tahun Anggaran 2014 pada kelompok Pembiayaan bagian Pengeluaran
Pembiayaan Daerah.
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Badan Pengelola. Keuangan Oaerah Provinsi Oaerah Khusus Ibukota
Jakarta bertanggung jawab terhadap proses administrasi pencairan dan
penyaluran anggaran Penyertaan Modal Oaerah sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU sampai dengan diterima oleh Perusahaan Oaerah
Pasar Jaya dan melaporkan kepada GuberilUr melalui Sekretaris Oaerah.

Penggunaan, pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan Penyertaan
.Modal Oaerah sebagaimana dimaksud pacta diktum KESATU, sepenuhnya
menjadi tanggungjawab Oireksi Perusahaan Oaerah Pasar Jaya.

Oireksi Perusahaan Oaerah Pasar Jaya bertanggung jawab atas pembuatan
laporan secara periodik per triwulan kepada Gubernur atas penggunaan
Penyertaan Modal Oaerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

Keputusan Guberriur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Oitetapkan di Jakarta
padatanggal2 Desember 2014

~
ROVINSI OAERAH KHUSUS r

. ~~""\ OTA JAKARTA,
,~
if'

1. Ketua Oewan Perwakilan Rakyat Oaerah
Provinsi OKI Jakarta

2. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi

Sekda Provinsi OKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi OKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah

Provinsi OKI Jakarta .
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Oaerah

Provinsi OKI Jakarta .
7. Kepala Badan Penanaman Modal danPromosi

Provinsi OKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi OKI Jakarta
9. Kepala BirQ Perekoriomian Setda Provinsi OKI Jakarta

10. Oireksi PO Pasar Jaya


